
BUPATI KATINGAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 29 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 29 Tahun 2025 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 30 Yahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harrnonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5074); 

8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801) ; 

9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856) ; 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 57); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Pen yelenggaran Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6178) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 6883) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi 
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6909) ; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nornor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nornor 83); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud 
dalarn Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan 
Daerah; 

4 . Bupati adalah Bupati Katingan; 
5 . Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; 

6 . Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan. 

BAB II 
REALISASI ANGGARAN 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas : 
I. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp68.168.667.171,46 
b. Pendapatan Transfer Rpl.508.968.514.600,00 
c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah Rp8.061.930.540,00 
J umlah Pendapatan Rp 1. 585 .199 .112 . 311,46 
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II. Belanja 
a. Belanja Operasi: 

1. Belanja Pegawai Rp506.232.945.775,58 
2. Belanja Barang dan 

Jasa Rp369.606.587.482,51 
3. Belanja Subsidi Rp2.536.412.800,00 
4. Belanja Hibah Rpl03.289.794.292,98 
5. Belanja Bantuan Sosial Rp2.507.849.689,00 

Jumlah Belanja Operasi 
b. Belanja Modal : 

1. Belanja Tanah 
2. Belanja Peralatan dan 

Mesin 
3. Belanja Gedung dan 

Bangunan 
4. Belanja Jalan Irigasi 

dan J aringan 
5. Belanja Aset Tetap 

Lainnya 
6. Belanja Aset Lainnya 

Jumlah Belanja Modal 
c. Belanja Tak Terduga 

Total Belanja 
III. Tran sf er 

a. Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan 

Rp 1. 4 7 8. 500. 000, 00 

Rp106.6 l 4.740.833,80 

Rp160.277.154.014,83 

Rp105.242.194. l 76,61 
Rp235.131.200,00 

Rp 347.790.000,00 

Rp 6.446.126.714,70 

Rp984.173.590.040,07 

Rp 374.195.510.225,24 
Rp 1.605.409.963,00 
Rpl.587.136.172.743,01 

b. Transfer Bantuan 
Keuangan Rp 220.715.535.800,00 

Jumlah Transfer 
IV. Surplus/(Defisit) 
V. Pembiayaan 

a. Penerirnaan Pembiayaan Rp 56.623.488.153,98 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto 
VI. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Pasal 3 

Rp 227.161.662.514,70 
Rp( 1. 937 .060. 431,55) 

Rp56.623.488.153,98 
Rp54.678.265.555,97 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BABIII 
PENUTUP 

Pasal6 

Pcraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar set1ap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupau 
ini dengan penempatann~a dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan . 

Ditetapkan di K~songan 
pa al 7 November 2025 

') 

Diundangkan di Kasongan 
7 ~ovember 2025 

ERAH 
GAN. 

RAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 855 


